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ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Badan Publik harus 
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi 
untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga 
dapat diakses dengan mudah; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang sebagai 
lembaga publik wajib menyiapkan, mengelola, memberikan, 
menerbitkan informasi publik secara transparan dan akuntabel, perlu 
diselenggarakan pemenuhan hak atas informasi publik; 

   
  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini 

adalah :  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan sebagaimana telah diubah  dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 



Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Informasi 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 
Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur 
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum. 
 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sumedang Nomor 02/HK.03.1-
Kpt/3211/KPU.Kab/II/2020,  diatur tentang : Menetapkan Standar 
Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 
 

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
- Ditetapkan tanggal 17 Februari 2020. 
- Lampiran 6 halaman. 

 


